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ABSTRAK 

Sistem multi partai yang diikuti sistem presidensil  berpotensi melahirkan sistem 

minoritas manakala presiden tidak dapat menguasai suara mayoritas di parlemen. 

Seringkali sistem presidensil dengan sistem multi partai terjebak pada pemerintahan 

terbelah(dived government) antara legislatif dan ekskutif. Oleh karena itu, koalisi politik 

menjadi tak terhindarkan  dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah yang kuat dan efektif. 

Problematika itu sendiri menjadi dilematika sendiri  bagi pembagunan  presidensil di 

Indonesia dengan mengunakan sistem multi partai.Penelitian ini membahas 

penyederhanaam sistem multi partai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

pemilahan umum dalam persepektif siyasah syar'iyyah. 

 

Penelitian ini membahas upaya penyederhanaan partai politik melalui Undang-

undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikaji melalui siyah syar'iyyah dan 

politik hukum. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif  merupakan penelitian 

pustaka dengan mengunakan pedekatam yuridis normatif dan pendekatan kasus. Bahan 

–bahan yang terkumpul akan disistemasi dan dianalisis diskriptif kualitatif beradasarkan 

prinsip-prinsip teori hukum untuk menghasilakan jawaban terhadap persoalan-persoalan. 

 

Dalam penelitian ini menemukan bahwa penyederhanaan partai politik dalam 

Undang-undang  No.7 Tahun 2017 dalam persepekif siyasah syar'iyyah  sesuai dengan 

prinsip siyasah syar'iyyah. UU No. 7 Tahun 2017 berupaya memperketat partai politik 

yang ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke 

parlemen. Selama ini sistem multi partai dengan diikuti dengan sistem presidensil sering 

terjadi instabiltas pemerintahan sehingga jalan pemerintah sering terhambat. Dengan ada 

permaslaah sistem multi partai tersebut, ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilahan 

umum sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyyah. Menurut perspektif siyasah sendri 

sebuah pemerintahan itu pengaturan harus untuk kemaslahan umat manusia sesuai 

dengan tuntunan syara. Kebijakan pemerintah yang diambil harus mengacu kepada 

kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai-

nilai agama. 

Dengan begitu UU No. 7 Tahun 2017 tetang pemilu umum sudah tepat dalam 

menjadi solusi peyenderhaan partai politik secara tidak langsung untuk akan 

menyederhanakan partai politik. 

Kata kunci: Presidensil, Ekskutif, Parlemen, Normative,  Perundang-undangan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan  skripsi ini 

berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‘ B Be ب

 ta' T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
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 d{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t}a'> t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a' z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ( di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa‘ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wawu W We و

 ha’ H H هػ

  Hamzah ’ apostrof ء

 ya' Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah  ditulis Rangkap 

 ditulis  muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

III. Ta’ Marbutah  diakhir kata 



xiii 
 

a. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis H}ikmah حكمة

 ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya) 

b. Bila diikuti kata sandang ‚al‛ serta bacaan kedua itu terpisah, maka  ditulis h. 

 ’<Ditulis Kara>mah  al-auliya كرامةالاولياء

 

c. Bila Ta' marbu>t}ah hidup dengan harakat, fath}ah, kasrah, atau d}ammah ditulis t. 

 Ditulis Zaka>t al-fit}rah زكاةالفطرة

 

IV. VokalPendek 

  َ  fath}ah Ditulis A 

 Kasrah Ditulis I 

 d{ammah Ditulis U 

 

V. VokalPanjang 

1 FATHAH  +  ALIF 

 جاهلية

Ditulis 

Ditulis 

a> 

Ja>hiliyah  
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2 FATHAH  +  YA’MATI 

 تنسى

ditulis  

ditulis 

a> 

Tansa> 

3 FATHAH  +  YA’MATI 

 كريم

Ditulis 

ditulis  

i> 

Kari>m  

4 DAMMAH  +  WA>WU 

MATI 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

u> 

Furu>d{  

 

VI. Vokal Rangkap 

1 FATHAH  +  YA’ MATI 

 بينكم

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 FATHAH  +  WA>WU MATI 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata  dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a antum أأنتم

 Ditulis u’iddat اعدت

شكرتم لئن  Ditulis 
la’in 

syakartum 

 

VIII. Kata sandang alif lam yang diikuti huruf Qomariyyah maupun Syamsiyyah ditulis 

dengan menggunakan "al" 
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 Ditulis al-Qur’a>n القرآف

 Ditulis al-Qiya>s القياس

 '<Ditulis al-Sama السماء

 Ditulis al-Syams الشمس

 

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau 

Pengucapannya 

 }Ditulis Z|awī  al-Furu>d ذوىالفروض

 Ditulis Ahl  al-Sunnah اهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah 

negara demokrasi. Hubungan partai politik dan demokrasi sangat berkaitan erat 

dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Clinton 

Rossiter dalam menganalisa sistem demokrasi Amerika Serikat: “Tidak ada 

Amerika tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada 

politik tanpa partai politik”.
1
 Dalam sebuah negara demokrasi yang dalam 

ajarannya mengidealkan suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh, dari, dan 

untuk rakyat, keberadaan partai politik memainkan peranan penting sebagai media 

penghubung bagi rakyat sebagai pemangku kedaulatan untuk ikut serta dalam 

proses pengambilan kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Namun demikian, keberadaan partai politik dalam suatu negara bukanlah 

suatu konsepsi yang sempurna dan tanpa kekurangan. Bahkan dalam suatu kondisi 

tertentu keberadaan partai politik bisa menjadi bumerang yang dapat 

meluluhlantahkan tiang-tiang bangunan demokrasi suatu negara, manakala partai 

politik tersebut diisi oleh sekelompok elite yang hanya mengutamakan 

kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Oleh karena itu, proses pemilihan 

umum (Pemilu) sebagai ajang rekruitmen politik menjadi penting bagi rakyat 

                                                             
1 Richard S. Katz & William Crotty, Handbook Partai Politik, Cetakan kedua, Nusa Media, 

Bandung, 2015, hlm., 7. 



2 

 

 

 

untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang berkualitas serta mampu 

memperjuangkan nilai dan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Dan selain 

itu, tentu saja masyarakat dituntut untuk turut berpatisipasi dan terlibat aktif 

sebagai public control (pengawasan masyarakat) agar partai politik berjalan sesuai 

dengan harapan dan cita-cita bersama. 

Setiap negara di berbagai belahan dunia tentu memiliki corak dan 

kekhasan tersendiri dalam memposisikan partai politik sebagai komponen penting 

dalam sistem ketatanegaraannya, mengingat masing-masing negara memiliki 

dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur masyarakat yang berbeda satu sama 

lain.
2
 Hal demikian itulah yang pada akhirnya turut pula menentukan sistem 

kepartaian yang dianut oleh suatu negara.  

Pada umumnya, dalam suatu negara yang memiliki corak masyarakat yang 

cukup beragam terdiri dari banyak partai (Sistem Multi-partai) untuk 

mengakomodasi kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada. 

Sedangkan dalam suatu negara dengan tingkat keberagaman yang rendah akan 

cederung memiliki partai yang lebih sedikit (Sistem Partai Tunggal atau Sistem 

Dwi-partai) dari pada negara dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi.
3
 

Dalam konteks demikian itulah, negara Indonesia menjatukan pilihan sistem 

kepartaian itu pada sistem multi-partai yang mengharuskan berdirinya banyak 

partai atau sekurang-kuranya tiga partai atau lebih agar dapat mewakili 

                                                             
2
 Jimly As-shiddiqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal Dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 154.  
3Ramlan Surbakti, et all, Membangung Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat, Buku ketiga, 

Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011, hlm. 39. 



3 

 

 

 

kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang sangat majemuk 

tersebut. 

Dari sudut ketatanegaraan Indonesia, dianutnya sistem multi-partai dapat 

dilihat dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa 

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. Jelas menurut pasal ini yang boleh mengajukan Presiden 

dan wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan dari partai  politik. Frase 

“Gabungan Partai Politik” artinya paling sedikit dua partai politik yang 

menggabungkan diri untuk mencalonkan satu pasangan presiden dan wakil 

presiden untuk bersaing dengan calon pasangan lainnya. Dengan demikian 

dapatlah disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum sekurang-kurangnya harus 

terdiri dari tiga partai politik sehingga tidak menutup kemungkinan 

diberlakukannya norma konstitusional yang diatur dalam pasal 6A Ayat 2 UUD 

1945. 

Namun demikian, pilihan sistem multi-partai itu mengundang beberapa 

kritik dari beberapa kalangan, baik akademisi maupun praktisi hukum dan politik, 

karena dianggap Inkompatible dengan sistem pemerintahan presidensil yang 

dianut oleh Indonesia. Fokus permasalahannya kombinasi antara kedua sistem 

tersebut berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas (Minority Goverment) 

manakala Presiden terpilih tidak dapat menguasai suara mayoritas di parlemen. 

Terlebih jika terjadi perbedaan pilihan politik antara presiden dengan suara 

mayoritas parlemen, seringkali sistem presidensil terjebak dalam pemerintahan 
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terbelah (Divided Goverment) antara legislatif dengan eksekutif.
4
 Oleh karena itu, 

koalisi politik menjadi tak terhindarkan dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah 

untuk mencitakan pemerintahan yang kuat dan efektif. 

Problematika di atas menjadi suatu dilematika tersendiri bagi 

pembangunan sistem presidensil Indonesia dengan tetap menggunakan sistem 

multi partai. Oleh sebab itu, penyederhanaan terhadap sistem multi partai pun 

terus diupayakan dari waktu ke waktu dengan memberlakukan beberapa kebijakan 

seperti pengetatan verifikasi administratif parpol peserta pemilu, electoral 

threeshold,
5
 parlementary threshold

6
dan presidential threshold.

7
 Terlebih pasca 

terjadinya perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia 

melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pelaksanaan 

pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) pada tahun 2019 yang akan datang.  

Menindaklanjuti putusan MK tersebut pemerintah bersama DPR melakukan 

amandemen terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan 

                                                             
4 Saldi Isra, Problematika Koalisi Dalam Sistem Presidensial, diakses dari 

https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-

sistem-presidesial.html, pada tanggal 12 September 2017, pukul 18.36. 
5Kebijakan electoral threshold terdapat dalam ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) Undang-

Undang No. 3 Tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya, 

partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR, atau sekurang-

kurangya 3% kursi dari jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 

½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Prosentase electoral 

threeshold itu kemudian dinaikkan dari 2% menjadi 3% melalui pasal 315 Undang-Undang No.12 
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. 

6Kebijakan Parlementary Threshold mulai diberlakukan dalam ketentuan pasal 202 Ayat (1) 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang menetukan bahwa partai 

politik peserta pemilu sekurang-kurangnya harus memperoleh 2,5% suara sah untuk dapat 

menempatkan wakilnya di DPR. 
7Kebijakan presidential threshold untuk pertamakalinya ditetapkan dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2004 dengan besaran 15% kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional. Besaran 

presidential threshold itu kemudian dinaikkan menjadi 20% dari kursi DPR dan 25% dari suara sah 

nasional dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. 

https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidesial.html
https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidesial.html
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umum yang terkodifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 

DPR sama pemerintah berupaya membuat sebuah legislasi kebijakan dalam 

rangka penyederhaan partai politik demi memperkuat sistem presidensil.  Melalui 

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pemerintah memperketatat  

prosedur untuk  partai yang ikut berkontestasi di pemilihan umum. selain itu juga 

memperketat partai politik untuk masuk ke parlemen. artinya hanya partai politik 

yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undanglah yang  bisa 

memiliki  wakil di parlemen. 

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji terhadap 

beberapa perubahan kebijakan berkaitan dengan penyederhanaan sistem multi-

partai Indonesia, serta bagaimana revansinya terhadap upaya penguatan sistem 

presidensil Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut 

Perspektif siyasah syar' iyyah? 

2. Bagaimana Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap 

Upaya Penguatan Sistem Presidensil di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian iniadalah sebagai berikut: 



6 

 

 

 

1. Menjelaskan   Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif 

Siyasah siyasah syar'iyah . 

2. Menjelaskan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap 

Upaya Penguatan Sistem Presidensil Indonesia  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan informasi, terutama yang 

berkaitan dengan Kebijakan Hukum Penyederhanaan Sistem Multi-

Partai Indonesia dan Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai 

Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensil Indonesia Menurut 

Perspektif  Siyasah syar'iyah.  

2. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk kelulusan strata satu (S1) 

sebagai Sarjana Hukum 

3. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai tambahan keilmuan dalam hal 

memberi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema yang 

menjadi pokok pemabahasan dalam penelitian ini. 

E. Telaah Pustaka 

Sejauh ini belum banyak yang mengkaji penelitian ini apalagi undang-

undang pemilihan pemilu masih baru disahkan apalagi yang mengkaji secara 

politik hukum dan menurut  siyasah syar'iyyah. Padahal sangat penting untuk 

menganalisa, apakah undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensil Indonesia yang sampai saat 

ini belum menemukan formulasi ideal. 
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Namun demikian, dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan 

pengamatan dan pengkajian terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan 

dengan obyek permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

Buku Kuswanto dengan judul Konstitusionalitas Penyederhadaan Partai 

Politik; Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi 

Presidensial. Buku ini cukup komprehensif dalam melakukan kajian terhadap 

politik hukum penyederhanaan partai politik Indonesia dengan menggunakan 

perspektik hukum tata negara (Constitutional Perspective) berikut pula sejarah 

perjalan sistem kepartaian yang pernah dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaan 

sampai era reformasi.
8
Akan tetapi, mengingat diterbitkannya UU No.7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-undang pemilu terbaru 

saat ini, maka besar kemungkinan telah terjadi perubahan-perubahan politik 

hukum baru dalam rangka menciptakan sistem multi partai sederhana yang belum 

dikaji dalam buku tersebut. Namun demikian, buku ini tentu akan menjadi bahan 

utama bagi penulis dalam melakukan penelitian terhadap obyek kajian terutama 

berkaitan dengan politik hukum penyederhanaan partai politik Indonesia sebelum 

berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Skripsi Abdul Rajab Ulumando yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014, 

dengan Judul Urgensi Parlemetary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, dan DPRD Terhadap 

                                                             
8 Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhadaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan 

Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, Setara Press, Malang, 2016. 
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Sistem Pemerintahan Presidensial.
9
 Dalam skripsi ini, Abdul Rajab melakukan 

penelitian terhadap urgensi Parlemetary Threshold terhadap Sistem Presidensial 

di Indonesia, serta mencoba merumuskan suatu konsepsi Parlementary Threshold 

yang Ideal dalam rangka memperkuat Sistem Presidensial Indonesia. Penelitian 

ini memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis karena berkaitan dengan 

salah satu langkah politik hukum indonesia dalam upaya menyederhanakan sistem 

kepartaian Indonesia, yaitu penerapan sistem Parlementary Threshold dalam 

rangka penguatan sistem Presidensial Indonesia. 

Skripsi Retanesa Risqi yang diterbitkan Oleh Syariah dan Hukum Uin 

Sunan Kalijaga 2017, dengan judul dilema sistem multi partai persepektif siyasah 

syar'iyyah. Dalam penelitian ini Retanisa membahas problamatika  sistem multi 

partai yang cedrung pragmatis dan sering menimbulkan instabiltas pemerintahan. 

Skripsi ini mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Namun tetap ada 

perbedaan dengan skripsi yang saya  tulis. Salah satunya adalah Retanisa tidak 

bicara kebijakan politik hukum penyederhanaan partai sendiri. Dia hanya saja 

memaparkan problematika sistem multi partai dalam sistem presidensil.    

Tulisan Hayat dalam jurnal Mahkamah Konstitusi dengan judul Korelasi 

Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem 

Presidensial. Dalam tulisan ini, Hayat melakukan analisa terhadap implikasi dari 

Putusan MK Nomor.14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan diselenggarakannya 

Pemilu Serentak pada tahun 2019 serta bagaimana korelasinya dengan sistem 

                                                             
9
 Abdul Rajab Ulumando, Urgensi Parlemetary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, dan DPRD Terhadap Sistem 

Pemerintahan Presidensial., Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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multi partai Indonesia dalam upaya penguatan sistem presidensial. Meskipun 

sama-sama meneliti korelasi sistem kepartaian dan sistem presidensial Indonesia, 

akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan obyek dan penggunaan pendekatan 

penelitian dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis. Dalam hal ini, 

penulis akan lebih banyak mengkaji dan menganalisa langkah-langkah atau 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menciptakan 

sistem multi-partai sederhana terutama setelah diterbitkannya UU No.7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. 
10

 

Ada tulisan Sexio Yuni Noor Sidqi di jurnal hukum  dengan berjudul 

Anomali  Sistem  Presidensil Indonesia( Evaluasi Praktek Politik Parlementarian) 

mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Dalam tulisanya Sexio menjelasakan 

anomali sistem presidensil  yang setengah-setengah  dengan melucuti wewenang 

ekskutif. Selain itu , Sexio Berbicara anomali sistem multi partai dengan  sistem 

presidensil yang cendrung terjadi konfilk.
11

 Namun tetap ada perbedaan dengan 

skripsi penulis dalam segi objek dan materi. Hal lain pula, adalah analisis analisis 

kebijakan sistem multi partai sederhana pasca terbitnya UU No 7 Tahun 2017 

Tentang pemilihan Umum. 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Teori Siyasah Syar‟iyah 

dan politik hukum sebagai pisau analisa terhadap pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Terhadap teori yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             
10 Hayat, Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan 

Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, September 2014. 
11 Sexio Yuni Noor Sidqi , Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik 
Parlementarian) Jurnal Hukum NO. 1. Volume 15 Januari , 2008. 
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a. Pengertian Siyasah Syar’iah 

Kata siyasah (سة يا س ) atau siyasiyah (ية س يا س )merupakan bentuk 

mashdar dalam bahasa arab yang berasal dari kata sasa (سسس سسس–  -س

سس سسس ), yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat 

keputusan. Siyasah juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat 

kebijakan (politic dan policy), dapat juga diartikan sebagai administrasi (ادارة) 

dan manajemen.
12

 Akan tetapi, secara harfiah saja tentu tidak dapat 

menjelaskan tentang keadaan siyasah syar'iyyah yang sesungguhnya berikut 

pula tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu juga untuk 

memberikan definisi secara terminologi terhadap Siyasah sebagai kebutuhan 

teknis-akademis. oleh karna definisi menjadi penting  untuk penyusun untuk 

memberikan batasan terhadap definisi siaysah syar'iyyah. Ada beberapa definis 

yang penulis ambil tentang definisi siaysah syar' iyyah menurut beberapa ahli 

fikih  karna para ahli mempunyai definisi yang berbeda tentang siysah 

syar'iyyah. Misal yang dikemukan para Ahmad Fathi Fahatsi. Menurutnya, 

Siyasah merupakan pengurusan kemaslahatan  umat manusia sesuai dengan 

syara.
13

 

Menurut Ibn „Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qyyim mendefinisikan: 

Siyasah adalah segala perbuatan  yang membawa manusia lebih dekat kepada 

maslahatan lebih dari dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan 

dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukan
14

 

                                                             
12

 Suyuti Pulungan, “Fiqh Siyasah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22. 
13 Djazuli, H.A, “Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah”  (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26. 
14 Ibid 



11 

 

 

 

Dari pengertian yang diberikan beberapa tokoh-tokoh di atas bisa diambil 

kesimpulan bahwa kata makna siyasah mempunyai arti penyelengara pemerintah 

dan kenegaraan yang tentu dalam konteks penyelegaran pasti berhubungan atau 

berkaitan dengan unsur mengendalikan, mengurus, melaksanakan, sekaligus 

membuat kebijakkan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Artinya 

siyasah berkaitan dengan pelakasanaan sebuah perundangan-undangan bagaimana 

kebijakan itu bisa maslahat buat umat. 

Dalam beberapa literatur kata siyasah  dinisbatkan dengan istilah siyasah 

syar'iyyah , kata siyasah tidak  berdiri sendiri melainkan  juga bisa dinisbatkan  

dengan kata syar'iyyah . 

Siyasah yang sumber pokok Al-Quran dan Hadis dikenal  dengan istilah 

siyasah syar’iyyah yakni hukum yang mengatur kepentingan negara, 

mengorganisasi permasalahatan umat  sesuai dengan jiwa  atau spirit, syariat  dan 

dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun 

pengaturan tersebut tidak ditegaskan  baik oleh Al-Qura‟an maupaun sunnah
15

. 

Artinya,  sumber pokok acuan  siyasah syar'iyyah  adalah Al-Qu'an dan Hadsit. 

Definisi siyasah syar’ayah menurut ahli fiqih: 

Ulama Madzhab Hanafi , Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al- Mishri menyatakan 

siysah syar’iyyah adalah : penguasa melakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang 

ia anggap  maslahah. 

Menurut Abd Wahab Al-Khallaf sebagai guru besar siyasah syar'iyyah di 

univeristas Al- Azhar adalah  siyasah  syar'iyyah “penegelolaan masalah-masalah 

                                                             
15 Iqbal Muhammad, “Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta:PT  

Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5. 
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umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan 

terhindarnya kemudaratan  dari masyrakat islam , dengan tidak bertentangan  

dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip yang umum , meskipun tidak sejalan 

dengan para ulama mujtahid” 

Menurut Khallaf yang dimaksud dengan masalah umum segala hal yang 

membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka ,baik dibidang perundang-

undangan ,keungan dan moneter,peradilan ,ekskutif, masalah dalam negri ataupun 

hubungan internasional.
16

 

 فع ود انمصانح تحقيق بمايكفم مية سلا انلإ نهذونة انعامة انشؤن تذبير

 الأئمة بافىال يتفق نم وإن واصىنهاانكهية حذودانشريعة يتعذي انمضارممالا

 .يه انمجتهذ

 Definisi lain juga yang mempertegas  oleh Abdur Rahman 

adalah hukum yang mengatur kepentingan negara ,mengorganisasi 

permasalahan umat sesuai dengan jiwa dan semangat  syariat Islam dan 

prinsip  umum walapuan pendapat itu tidak sejalan dengan  sebagian ulama 

Definisi berbeda juga yang diberikan oleh  Bahansi yang merumuskan  siyasah 

syar'iyyah adalah pengaturan ke masalahatan umat  manusia yang sesuai dengan  

dengan syara'.  

Melihat definsi di  atas  , tidak ada perbedaan mencolok tentang definsi 

siyasah syar'iyyah , mereka sama menekankan kepada ke maslahatan umat. Karna 

dalam Islam terkait  kenegaran haanya dijelaskan secara general selebihnya 

diberikan pemerintah untuk melakukan pengaturan secara khusus. Pemerintah 

diberikan wewenang mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan negara, karna 

                                                             
16 ibid 
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hukum yang baik diambil krakteristik suatu negara itu sendiri sehingga sesuia 

dengan kebutuhan masing-masing. Catatatnya , hukum yang dibuat oleh 

pemerintah tidak boleh bertentangan dengan spirit Islam.  

Berdasarkan definisi yang dikemukan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa siyasah syari‟iyyah :  

a. Siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

b. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri) 

c. Tujuan itu untuk menciptakan kemaslahatan  dan kemudaratan 

d. Pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat 

Islam yang universal.
17

 

Berdasarkan dari pengertian di atas , hakikat siyasah  syar‟iyyah dapat 

disimpulakan bahwa sumber pokoknya adalah Al-Qur‟an dan Hadist walaupun 

dalam dua sumber pokok tidak dijelaskan secara gambalang. Keduanya harus 

menjadi blue print  atau prinsip yang menjadi pengangan pemerintah untuk 

mengatur peraturan-peraturan perundang-undangan  dan mengatur kehidupan 

negara. Artinya pemerintah diberikan hak yang bebas untuk menentukan 

kebijakan walapun itu tidak ada secara rinci , namun catatat harus sesuai dengan 

semangat Islam.   

Namun karna  sumber pokok itu terbatas , sedangkan kehidupan selalu 

dinamis, berkembang, maka  sumber atau acuan untuk menciptakan  

perundangan-undangan  juga terdapat pada manusia. sumber juga bisa para ahli, 

                                                             
17 ibid 
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yurisprudensi, ada istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan 

warisan budaya
18

 akan tetapi sumber-sumber pokok yang tidak berasal dari wahyu 

harus diseleksi dengan ketatat yang tolak ukurnya adalah  wahyu. Jika ditemukan 

pertentang dan sesuai dengan semagat islam maka tidak dikatakan siyasah 

syar‟iyyah dan tidak boleh diikuti. 

Sebaliknya, kalau sesuai dengan dengan semangat kemaslahatan dan jiwa 

syari‟at, maka kebijaksaan dan peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah wajib dipatuhi dan dikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT 

surah an-Nisa ,4: 59. 

Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah Allah, taatilah 

rasul-nya dan pemimpin diantara kamu. 

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana mengukur kebijakan politik 

pemerintah yang sesuai dengan semangat syari‟ah ? untuk mengukurnya 

setidaknya kita memperhatikan prosedur dan subtansinya. Dari segi subtansi harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syari‟at islam 

2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia  di depan hukum dan 

pemerintahan (al-musawah) 

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanaknya  

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyrakat (tahqiq al-adalah) 

5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak lemudharatan.
19

 

                                                             
18 Ahmad Sukardji, “Piagam dan UUD 1945”, (Jakarta: UI Press,1995), hlm. 11 
19 Muhammad Iqbal “Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: PT. 

PrenadaMedia Group, 2014), Hlm.7. 
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Sedangkan kaidah yang bisa dijadikan sebagai pola untuk 

menentukan berbagai kebijakan  politik antara lain::  

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-

undang sebelumnya  bila sudah dirasa  tidak relevan dengan perkembangan 

masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk 

memberikan yang terbaik buat rakyat. Hal itu tidak munutup kemungkinan ada 

Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dengan 

dalil ini pemerintah diberikan untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan 

bersama  dalam bernegara. Demikianlah solusi yang berikan Islam sebegitu peduli 

terhadap kehidupan manusia. 

Kaidah lain:  

.بانمصهحة منىط انرعية عهً انتصرف
20

 

Kaidah ini mengandung arti, apapun kebijakan pemerintah harus 

mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Karena kalau aspirasinya tidak 

diperhatikan otomatis  keputusan pemerintah tidak efektif. Dalam hal ini 

pemerintah tidak boleh merugikan rakyatnya, kebijakan pemerintah sejalan 

dengan kepentingan umum. Aspek ini sangat penting agar hukum yang ada 

bisa berjalan efektif –efesien. Pemerintah harus paham apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat jangan sampai pemerintah membuat sebuah 

kebijakan yang di keluarkan tapi tidak bisa diimplementasikan, artinya 

                                                             
20 Ali ahmad al-nadwi,,” al- qawa’id al- fiqhiyah”, (damaskus: dar al-qalam, 1994), hlm. 157 
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aspek hukum secara sosiologis harus menjadi pertimbagan sebelum 

kebijakan itu disahkan.  

Kaidah yang sama juga 

: 

انخاصة انمصهحة عهً مقذمة انعامة انمصهحة
21

 

Kaidah ini menjelaskan penting pemerintah harus melindungi 

kemasyarakatan yang lebih luas. Kaidah ini mempertegas penting suara rakyat 

yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengbaikan aspirasi sama saja dzalim 

terhadap rakyat sendiri.  

Kaidah ini: 

محكمة انعادة 
22

 

Menurut kaidah ini hukum yang berlaku harus sesuai denga kebiasaan 

setempat. Kaidah ini menekankan pada aspek lokal wisdom(budaya lokal) yang 

harus didahulukan. Adanya  hukum jangan sampai kontradiksi dengan hukum 

setempat. Hukum yang baik berangkat dari nilai-nilai lokal  sehingga 

keberadannya bisa menjaga budaya setempat. Jangan sampai hukum yang diimpor 

dari luar karna setiap daerah mempunyai ciri hukum  khas yang sangat berbeda 

dengan yang lain . Dalam kaidah ini  mengambarkan penting pemerintah untuk 

membuat sebuah kebijakan  dan membuat hukum yang sesuai denga keadaan 

masyarakat. Jika hal dilakukan saya yakin hukum yang ada akan berjalan sesuai 

                                                             
21  Ibid, hlm. 53 
22 Ibid. Hlm. 27 
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dengan keingina pemerintah  atau  berupaya semaksimal mungkin agar hukum 

yang ada bisa diterapkan . 

Menurut kaidah ini: 

نح انمصا جهب مه انمفاسذاونً رء د
23
. 

Kebikajakan pemerintah dan perundangan harus sesuai dengan skala 

prioritas  dan bermanfaat. Pemerintah dal hal ini harus tahu apa yang menjadi 

kebutuhan rakyatnya. Kebijakan apa yang penting dan mendesak yang 

diprioritaskan. Kebutuhan masyarakat harus menjadi orientasi pertama di atas 

segala-galanya. Pemerintah harus jeli dan sigap dalam membuat kebijakan mana 

yang harus didahulukan. Salah langkah saja dalam mengeluarkan suatu kebijakan 

yang akan menjadi korban adalah masyarakat.  

1. Kaidah yang disebutkan diatas semua bisa dijadikan pegangan oleh 

pemerintah untuk menentukan kebijakan sekaligus bisa dibuat panduan 

untuk merubah arah kebijakan yang sudah tidak relavan dan memang harus 

dirubah. Karena bagaimanapun perubahan itu perlu mengingat 

perkembangan zaman sekarang sangat cepat. Sprit ini sesuai dengan prinsip 

fiqih syar‟iyah yang mengedepakan kemaslahatan manusia . pemerintah 

berhak melakukan ijtihad hukum yang baru dalam memberikan solusi 

problem sosial terhadap masyarakat. Persoalan sosial yang ada di 

masyrakat harus dijawab karna Islam hadir dalam rangka memberikan 

solusi, hukum islam ada  bukan untuk mempersulit bahkan untuk 

mempermudah. Jika pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip di atas , 

                                                             
23Ibid. 207 
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bukan hal yang mustahil problem hukum di masyarakat tak bisa 

dipecahkan, ingat bahwa hukum hadir untuk manusia bukan manusia untuk 

hukum.  

B.Teori Politik Hukum 

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum 

yang terdiri dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu politik dan ilmu 

hukum. Seiring dengan gejala alamiah yang terjadi setiap bidang ilmu 

pengetahuan, disiplin ilmu politik dan hukum pun mengalami gejala yang 

disebut dengan konvergensi fungsional, yaitu pendekatan multi-disipliner 

dan pendekatan yang holistik dan integral dalam melakukan kajian terhadap 

kebijakan-kebijakan dalam suatu negara.
24

 Hal inilah yang 

melatarbelakangi lahirnya konsepsi politik hukum sebagai suatu bidang 

kajian  tersendiri dalam ilmu hukum. 

Menurut Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum 

sebagai bagian dari studi ilmu hukum dapat ditelusuri dari pembagian 

disiplin hukum menjadi dua, yaitu segi umum dan segi khusus. Disiplin 

hukum dari segi umum terdiri dari ilmu hukum dan filsafat hukum. 

Selanjutnya hasil pemanfaatan filsafat hukum dan ilmu hukum melahirkan 

politik hukum. Segi khusus disiplin hukum terdiri  sejarah tata hukum, 

sistem hukum (hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, 

hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana) dan teknologi hukum.  

Di berbagai negara, politik hukum dikenal dengan berbagai istilah 

yang berbeda. Di Belanda dikenal dengan istilah recthspolitiek, di Inggris 

ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu politics of law (politik hukum), 

legal policy (kebijakan hukum), politic of legislation (politik perundang-

undangan), politics of  legal product(politik yang tercermin pada produk-

                                                             
24 Jimly As-shiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 67. 
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produk hukum), dan politic and law development(politik pembangunan 

hukum).
25

 

Adapun pengertian politik hukum yang diberikan para ahli sangat 

bervariasi. Dari berbagai pengertian dan definisi para ahli yang diberikan 

tentang politik hukum, Moh. Mahfud MD menyimpulkan bahwa politik 

hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
26

 Lebih 

lanjut, Mahfud MD menjelaskan cangkupan politik hukum setidak-tidaknya 

meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, kebijakan negara tentang hukum yang 

akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalangka mencapai tujuan 

negara, Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya 

(poleksosbud) atas lahirnya undang-undang, Ketiga, penegakan hukum di 

dalam kenyataan lapangan. 

Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan 

dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk. 

Dalam tulisan lainnya yang lain, ia kemudian menjelaskan bahwa politik 

hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang 

dijadikan kriteria dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan 

penegakan hukum.
27

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh 

Menurut Satjipto Rahardjo, yang   mendefinisikan  politik hukum  sebagai 

aktivitas memilih dan cara hendak dipakai  untuk untuk mencapai sesuatu 

tujuan sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut ia kemudian memunculkan 

bebarapa pertanyaan mendasar dalam studi politik hukum, yaitu: 1) Tujuan 

apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada ; 2) Cara-cara apa dan 

bagaimana yang paling dirasa baik untuk mencapai tujuan tersebut; 3) 

Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum perlu diubah; 4) 

                                                             
25 HM. Wahyudin Husein dan Hufron, Hukum, Politik, Dan Kepentingan. Laksbang 

Presseindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 11. 
26 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Kesebelas, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2012, hlm. 1. 
27Ibid. 
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dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu 

dalam proses pemilihan tujuan serta cara mencapai tujuan  tersebut dengan 

baik.28 

Di sisi lain, Abdul Hakim juga menawarkan definisi politik hukum 

sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau 

dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu, 

meliputi: 1) Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 

2) Pembangunan hukum yang intinya pembaruan terhadap ketentuan 

hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan 

hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang 

terjadi dalam masyarakat; 3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau 

pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; 4) Meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat menurut presepsi kelompok elit pengambil kebijakan.29 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, setidaknya dapat 

ditarik satu kesamaan, yaitu bahwa studi politik hukum mencangkup legal 

policytentang hukum yang akan diberlakukan, atau tidak diberlakukan dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan dengan itu. Dengan menggunakan 

asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka setiap peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu tidak akan 

lepas dari politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut berdasarkan cita negara, cita hukum dan 

tujuan negara yang hendak dicapai 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka. Penelitian ini 

                                                            
28 Ibid., hlm. 2 
29 Abdul Hakim, Politik Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Karya Latihan 

Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, 
September 1985. 
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mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum positif 

maupun hukum non-positif seperti teori-teori dan doktrin-doktrin hukum 

dari para ahli. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Politik Hukum Penyederhanaan 

Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dan  Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai 

Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensil Indonesia Menurut Fiqh 

Siyasah. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum 

sekunder Myang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

instrumen-instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan 

instrumen-instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan dalam penelitian ini. 

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, makalah, 

jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiyah 

lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian.  
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c. Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai sumber yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa 

Indonesia dan kamus bahasa asing.  

4. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Pertama, 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mendekati 

permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan 

dianalisis adalah instrumen-intrumen hukum baik terdiri dari instrument 

hukum nasional maupun instrument hukum lainnya. Kedua, pendekatan 

konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasahan dari sudut 

konseptual. Dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau 

pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan 

baru. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi 

dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip 

atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk 

menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam 

rumusan masalah. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini, penulis akan membagi penulisan penelitian ini ke dalam 

beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang 

meliputi; Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II: Berisi konsep tentang siyasah syar'iyah yang terdiri beberap sub 

bab yang terdiri dari konsep siysah syar'iyah dan prinsip  siyasah syar'iyah 

Bab II1, penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang Pengaturan 

Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia, Sistem Pemilihan Umum 

Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan mencoba menganalisa permasalahan-

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, Analisa 

Yuridis Terhadap Kebijakan Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam 

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan 

Relevansi Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Terhadap Upaya 

Penguatan Sistem Presidensil Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. 

BAB IV: PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. 

Dalam bab ini, penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang 

sudah dibahas pada bab sebelumnya. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa penyederhaan sistem multi 

partai  dalam UU No . 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam persepektif  

siyasah syar'iyyah dan politik hukum  sudah tepat.  Dalam  Prinsjp siyasah 

syar’iyyah dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh merugikan rakyat kerena 

itu, pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan 

golongan atau diri sendiri.  

  UU ini tidak membatasi pada orang untuk membuat partai namun lebih 

memperketat partai untuk hadir ke parlemen.  Caranya adalah dengan 

memperketat   syarat  verifikasi formal dan materil . selain itu juga partai 

disyaratkan  ambang batas minimal untuk mendapatkan kursi  di parlemen. 

Langkah ini sudah tepat untuk memperkuat system presidensil dalam system 

multi partai.  

Dengan begitu analisis penulis kebijakn politik hukum UU  tentang pemilu 

umum sekaligus memperkuat sistem presidensil yang kompetibel dengan sistem 

penyederhanaan partai politik. Mengingat keberadaan partai politik di Indonesi 

motivasinya  cendrung pragmatis dan sering terjadi konfix. 

Pokok lain, yang prinsipil dari penyederhaan partai politik harus sesuai 

dengan prinsip  HAM sehingga pemerintah tidak bisa melakukan sewenang-wenang 

sebagai tolak ukur sehingga pemerintah ada di jalan rel yang benar. Penyederhanaan 

partai politik sebuah keniscayaan dalam sistem presidensil demi menjalankan roda 

pemerintahan yang efektiv dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan politik hukum 

penyederhanaan partai sangat diperlukan  demi mencapai yang dicita-citakan partai 

politik untuk membagun kesejahteraan masyarakat. 
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B. SARAN-SARAN 

Dari catatat di atas ada beberapa saran baik untuk pemerintah atau para peneliti 

yang bisa dilakukan agar kita mampu dan bisa membangun pemerintahan atau 

meninimal yang mendekati ideal, antara lain: 

1. Saran –saran untuk partai politik untuk mementingkan kepentingan rakyat di atas 

segalanya, mengeyampinkan ego sentris partai  demi kepentingan rakyat, karena 

hakikinya, kalian wakil rakyat bukan wakil partai 

2. Kepada para peneliti untuk mencari formulasi ideal yang bisa menimalisir sistem  

koalisi pragmatis , mencari formulasi yang tepat  bagi sistem pemilu Indonesia. 

Ke depan juga harus dicari formulasi pembubaran ke pada partai politik yang 

sering melakukan korupsi. 
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